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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Kendala-kendala dalam pelaksanaan tilang online atau e-tilang terhadap 

pemberian sanksi pelanggaran lalu lintas, antara lain kelemahan alur 

pelaksanaan tilang elektronik atau e-tilang melalui aksesibilitas jaringan 

aplikasi. Kendala lain yaitu e-tilang tidak dapat melakukan penindakan 

terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan 

yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor yang 

tercatat di Samsat. Selain itu, kesalahan pengiriman surat tilang merupakan 

suatu kendala dalam hal penerapan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas 

dengan konsep tilang elektronik atau e-tilang. 

2. Efektivitas dari penegakan hukum dapat didekati dengan memahami dan 

menilai relasi antara ketiga komponen hukum yaitu substansi, struktur, 

dan budaya. Terkait dengan efektivitas proses penyelesaian 

permasalahan perkara tilang, telah terbit Perma No. 12 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik. 

Penyederhanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas salah satunya 

adalah masyarakat pelanggar lalu lintas tidak perlu hadir dalam 

persidangan melainkan langsung membayar denda sejumlah nominal 

tertentu. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, diharapkan 

efektivitas penegakan hukum dalam hal disiplin berlalu lintas oleh 

masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan benar. 



99 

 

B. Saran  

1. Pemerintah Kota dan Kepolisian khususnya satuan lalu lintas harus 

memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah kendala dalam penerapan 

tilang elektronik atau e-tilang, agar upaya-upaya yang dilakukan untuk 

menertibkan masyarakat lebih maksimal. Petugas Kepolisian yang 

bertugas di jalan raya diharapkan mampu menerapkan aturan-aturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjauhi segala bentuk pungli 

(pungutan liar) dalam bentuk penyelesaian di tempat. 

2. Pemerintah Kota dan Kepolisian khususnya satuan lalu lintas diharapkan 

mampu memberikan infromasi atau edukasi tentang penerapan tilang 

elektronik atau e-tilang secara lebih luas kepada masyarakat, utamanya 

masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran kota. Masyarakat harus 

diberi edukasi dengan harapan memiliki kesadaran hukum tentang 

pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan 

raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dalan 

diminimalisir.  
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